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DISAHKAN OLEH
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NAMA SOP

: PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR

INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU 14 Tahun 2008

2. UU 25 Tahun 2009

3. UU 23 Tahun 2014

4. PP61 Tahun 2010

5. Perki 1 Tahun 2013

6. Perki 1 Tahun 2021

7. SK Bupati Buleleng 481.2/470/HK /2022

KETERIKATAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reference
3. Alat Tulis Kantor
4. Jaringan Internet

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN

-Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy




hardcopy

Pelaksanaan Pendukung
No ;
Kegiatan PPID PPID Atasan PPID Keterangan
Pelaksana | Pembantu Pembantu Kelengkapan Waktu Output
1. |Mengumpulkan informasi dan 1. UU 14 Tahun 2008 Secara DIDP yang
dokumentasi yang berkualitas 2. UU 25 Tahun 2009 berkala, telah
dan relevan dengan tupoksi L ) 3. UU 23 Tahun 2014 serta merta | dikumpulkan
masing-masing bidang/seksi 4. PP 61 Tahun 2010 dan setiap |dari masing-
berupa arsip statis dan 5. Perki 1 Tahun 2013 saat masing
dinamis, arsip aktif dan arsip 6. Perki 1 Tahun 2021 bidang/seksi
vital yang dikuasai. 7. SK Bupati Buleleng
481.2/470/HK/2022
2. . : 1. UU 14 Tahun 2008 Secara Daftar
Mengilasiniasl anl selureh v | 2. UU 25 Tahun 2009  |berkala, |informasi
informasi dan dokumentasi ' .
: « 3. UU 23 Tahun 2014 serta merta |publik yang
yang telah dikumpulkan dan 1 :
: . : - 4. PP 61 Tahun 2010 dan setiap |telah
mengidentifikasikannnya ; . g ;
R ) 5. Perki 1 Tahun 2013 |saat diklasifikasi
berdasarkan sifat informasi :
dan dokifinentasi 6. Perki 1 Tahun 2021 kebenarannya
7. SK Bupati Buleleng
481.2/470/HK /2022
3. Mendokumentasikan informasi v Alat tulis kantor gecls:r? ]_D?ftar )
publik dalam bentuk softcopy e::taa a, | E?E“‘
dan tempat penyimpanan 36 faerta | publ
dokumentasi dalam bentuk ) saa:t seogp




Malnlakan  veriiibusl  dafeas Tidak Disetujul 1. UU 14 Tahun 2008 Secara DIDP yang
informasi dan dokumentasi 2. UU 25 Tahun 2009 berkala, telah
3. UU 23 Tahun 2014 serta merta |diverifikasi
4. PP 61 Tahun 2010 dan setiap |kebenarannya
5. Perki 1 Tahun 2013 saat
6. Perki 1 Tahun 2021
7. SK Bupati Buleleng
481.2/470/HK/2022
; ; Mengadakan rapat Setelah Surat Setelah DIDP
gif&?;apléggarﬁ afﬁ;m;nfc;z:;l:; " bersama dengan PPID DIDP Keputusan ditetapkan,
dengan Klasifikasi informasi Pembantu dan PPID diverifikasi DIDP yang jika ada
dan dokumentasi publik Pelaksana untuk ditandatangan | tambahan
menetapkan daftar i oleh Atasan |informasi
informasi publik PPID baru, dibuat
SK untuk

ditetapkan




